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UU SISN memberikan kewenangan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja kepada BPJS yang secara
khusus diatur dalam UU BPJS. Namun dalam praktiknya, hingga saat ini perseroan yang telah ada lebih
dahulu dibandingkan BPJS masih menyelenggarakan program jamsostek. Hal ini tentunya berdampak
kepada kepastian penyel enggaraan jamsostek. Permasalahan yang dikaji adalah: 1. Bagaimana
penyelenggaraan jamsostek di Indonesia berdasarkan SISN? 2. Bagaimana kewenangan penyelenggaraan
jamsostek setelah adanya putusan Mahkamah Konstitust Nomor 007/PUU-I11/20057? 3. Bagaimana kepastian
perolehan manfaat jamsostek bila penyelenggaraanya tidak berdasarkan SISN? Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis-normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui
penelusuran literatur hukum dan kepustakaan. Adapun hasil penelitian yakni: 1. Jamsostek berdasarkan
SJSN dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU SISN dan UU BPJS yang kewenangan penyel enggaraannya
oleh BPJS dengan berlandaskan 3 asas dan 9 prinsip. 2. Kewenangan penyelenggaraan jamsostek setelah
adanya putusan Mahkamah Konstituss Nomor 007/PUU-111/2005, penyel enggaraan jaminan sosial yang
sebelumnya dilaksanakan oleh perseroan BUMN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat sehingga kewenangan penyelenggaraan jamsostek dil aksanakan berdasarkan UU
SJISN dan UU BPJS yakni oleh BPJS K etenagakerjaan. 3. Penyelenggaraan jamsostek yang oleh Perseroan
mengakibatkan ketidakpastian perolehan hak jamsostek, khususnya program jamsostek yang baru yaitu
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang penyel enggaraannya diamanatkan kepada BPJS

K etenagakerjaan

...... The SISN Law gives the authority to administer social security for workers to BPJS which is specifically
regulated in the BPJS Law. However, in practice, up to now, companies that already existed before BPJS
still held the Jamsostek program. This of course has an impact on the certainty of the implementation of
Jamsostek. The problems studied are: 1. How is the implementation of Jamsostek in Indonesia based on the
SISN? 2. What is the authority for administering Jamsostek after the Constitutional Court's decision Number
007/PUU-111/2005? 3. How is the certainty of obtaining Jamsostek benefitsif the implementation is not
based on the SISN? This research uses a descriptive-normative approach. The type of data used is secondary
datathrough legal literature and literature searches. The results of the research are: 1. Social Security based
on SJISN isimplemented based on the provisions of the SISN Law and the BPJS Law whose administration
is authorized by BPJS based on 3 principles and 9 principles. 2. The authority to administer Jamsostek after
the decision of the Constitutional Court Number 007/PUU-I11/2005, the implementation of social security
previously implemented by BUMN companies was contrary to the 1945 Constitution and did not have
binding legal force so that the authority to administer Jamsostek was implemented based on the SISN Law
and the BPJS Law, namely by BPJS Employment. 3. The implementation of Jamsostek which by the
Company causes uncertainty in obtaining Jamsostek rights, in particular the new Jamsostek program,
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namely the Job L oss Guarantee program whose implementation is mandated by BPJS K etenagakerjaan.



